ABSTRAK
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu usaha kolam ikan lele
yang sudah memiliki izin usaha tetapi limbahnya sangat mencemari lingkungan,
dimana masyarakat sering mencium bau yang tidak sedap dari air kolam tersebut
dan dari sisa makanan lele yang mengendap dikolam. Sehingga peneliti tertarik
untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan akibat
limbah kolam ikan lele yang berada di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek
perspektif Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 dan hukum islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana izin
mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan yang dilakukan
oleh pak Ganjar?, 2) Bagaimana izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang
mengganggu lingkungan perspektif Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010?, 3)
Bagaimana izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan
perspektif hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk
mengetahui izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan
yang dilakukan oleh pak Ganjar, 2) Untuk mengetahui Izin gangguan pada usaha
kolam ikan lele perspektif Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010, 3) Untuk
mengetahui izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan
perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang
dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara serta
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa: 1) Usaha kolam ikan lele Bapak
Ganjar sudah memiliki izin sejak tahun 2016 dengan mekanisme bapak Ganjar
membuat pengajuan SIUP ke Dinas terkait, dan dilakukan survey lokasi dan
apabila dinyatakan layak maka akan terbit surat izin usaha. Akan tetapi dengan
berdirinya usaha kolam ikan lele yang sudah memiliki izin ini, berdampak buruk
bagi lingkungan seperti munculnya bau dari air kolam dan sisa pakan ikan lele
yang mengendap. Sehingga terjadi pencabutan pada surat izin usaha tersebut
apabila dinyatakan sangat mengganggu lingkungan sekitar dan usahanya tidak
boleh beroprasi lagi. 2) Sesuai Perda No.3 tahun 2010 apabila usaha kolam ikan
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lele berdampak buruk pada lingkungan akan dicabut surat izinnya dan dilarang
beroprasi lagi. Perspektif Perda No.3 Tahun 2010 pencemaran lingkungan seperti
ini tidak boleh. Aturan Perda akan dicabut izinnya yang tercantum pada bab VII.
Pencabutan surat izin dilakukan apabila melanggar pada poin (d) yaitu melanggar
ketentuan dalam surat izin. 3) Menurut tokoh agama Desa Sambirejo pencemaran
lingkungan perspektif hukum islam adalah haram hukumnya karena sudah
tercantum dalam fatwa NU dan tercantum pada Surat Al-Qur’an
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ABSTRACT

Irma Dwi Apriana, 17104163070, Permit to Establish a Catfish Pond Business
That Disrupts Environmental Perspective No. 3 of 2010 and Islamic Law
(Case Study of Catfish Ponds Owned by Mr. Ganjar of Sambirejo Village,
Trenggalek District), State Administration Law, Faculty of Sharia and
Law, IAIN Tulungagung, 2020, Supervisor Dr. H. M Saifudin Zuhri,
M.Ag.

Keywords: Permission to Establish a Business, Disrupting the Environment,
Regional Perspective, Islamic Law Perspective.

This research is motivated by the existence of a catfish pond business that
already has a business permit but the waste is very polluting the environment,
where people often smell unpleasant odors from the pond water and from catfish
food leftovers that settle in the pond. So that researchers are interested in studying
and analyzing how environmental pollution is caused by catfish pond waste in the
Sambirejo Village, Trenggalek District, perspective of Regional Regulation No. 3
of 2010 and Islamic law.

The formulation of the problem in this study are: 1) How is the permit to
set up a catfish pond business that disturbs the environment carried out by Mr.
Ganjar? permit to set up a catfish pond business that disturbs the perspective of
Islamic legal perspective ?. The objectives of this study are: 1) To find out the
permit to establish a catfish pond business that disturbs the environment carried
out by Mr. Ganjar, 2) To find out the permit for disturbance in the catfish pond
business perspective Regional Regulation No. 3 of 2010, 3) To find out the permit
establish a catfish pond business that disturbs the perspective of Islamic legal
environment.

This research is a field research that is research conducted intensively, in
detail, and in depth in a qualitative manner. Data collection techniques used in the
form of observation, interviews and documentation. While the analysis technique
used is data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results can be concluded that: 1) Mr. Ganjar's catfish pond
business has had a permit since 2016 with the mechanism of Mr. Ganjar making a
SIUP submission to the relevant Dinas, and conducted a survey of locations and if
declared appropriate, a business permit will be issued. However, with the
establishment of a catfish pond business that already has this permit, it has a
negative impact on the environment such as the appearance of odor from pond
water and the remaining catfish feed that settles. So that the revocation of the
business permit occurs if it is declared to be very disruptive to the surrounding
environment and the business may not operate anymore. 2) In accordance with
Bylaw No.3 of 2010, if the catfish pond business has a negative impact on the
environment, the permit will be revoked and no further operations be prohibited.
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Perspective of Regional Regulation No.3 of 2010 such environmental pollution
cannot be. The local regulation will revoke the permit listed in chapter VII.
Revocation of a license is carried out if it violates the point (d) which is in
violation of the provisions in the permit. 3) According to the religious leader of
Sambirejo Village, the environmental pollution perspective of Islamic law is
unlawful because it is already listed in the NU fatwa and listed in the Qur'an.
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